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Gedung Pelayanan KTP Diserahkan ke Disdukcapil

Masih Bermasalah dan Sedang
Diselidiki oleh Penegak Hukum

PARIMO - Gedung pelay-
anan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) di Dinas Kependudu-
kan dan Catatan Sipil (Dis-
dukcapil) Parimo yang sem-
pat dilidik Polres Parimo
dan Kejari Parigi, akhirnya
diserahkan kepada Pemkab
Parimo. Informasi terkait hal
tersebut diperoleh dari kon-

traktor pelaksana CV Selaras
Mitra Abadi.

Dihubungi Radar Sulteng,
Pemilik CV Selaras MitraAba-
di bernama Barit, membena-
rkan bahwa proyek senilai
Rp197 juta itu telah diserah-
kan kepada pihak Disduk-
eapil Parimo. Namun ketika
ditanya apa alasan sehingga
proyek tersebut diserahkan
begitu saja, yang bersangku-
tan tidak berani berkomen-
tar. “Iyabenar, sayasudah se-

rahkan. Nanti saya hubungi
lagi ya, saya mau terima tele-
pon dulu,” ujar Barit sing-
kat saat dihubungi media ini
Senin (6/1).

Sementara Kadis Dukcap-
il Parimo, Tuti Hamid yang
dihubungi juga tidak mem-
berikan jawaban ketika di-
hubungi. Berbeda dengan
Kepala Bidang (Kabid) In-
foduk Disdukcapil Parimo,
Samsu Nadjamudin yang
ketika dikonfirmasi, mem-

benarkan tentang adanya
proses penyerahan proyek
bermasalah itu. Akan tetapi,
dia tidak bisa memberikan
alasan yang jelas soal pros-
es tersebut. “Nantilah kalau
kantoritusudah diresmikan.
Karena, tidak lama lagi su-
dah mau diresmikan, ting-
gal menunggu waktu yang
tepat. Jadi sabar saja,” tu-
tur Samsu.

Proses penyerahan terse-
but, mendapat tanggapan

miring dari sejumlah pihak.
Pasalnya, sudah dua kali ter-
jadi proses penyerahan dari
pihak kontraktor kepada
Pemkab Parimo. Dan proses
tersebutterjadidisaat proyek-
proyek itu mulai diendus
aparat penegak hukum, kare-
na diduga bermasalah.
Pertama, proses penyera-
han Rumah Jabatan (Rujab)
Bupati parimo yang dilak-
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sanakan oleh salah seorang
kontraktorlokal Parimo pada
2009 lalu. Pihak kontraktor
sempat dihearing oleh De-
wan Perwakilan Rakyat Dae-
rah (DPRD) Parimo. Di ha-
dapan anggota DPRD, kon-
traktormengakutelah meny-
erahkan pekerjaan itu kepa-
da Pemkab Parimo.

Kedua, pembangunan ge-
dung pelayanan KTP di Di-
nas Dukcapil Parimo. Di-
duga proyek tersebut ber-
masalah dan tidak sesuai
prosedur. Diantaranya, me-
langgar Kepres, bahkan ok-
num kadis diduga menjadi

PPK dan proyek itu juga ti-
dak memiliki Surat Perintah
Kerja (SPK). Bahkan, proyek
itujuga sempat dilidik oleh
Polres Parimo dan Kejari
Parigi. Sejumlah pihak su-
dah pernah dimintai ket-
erangan oleh pihak kejak-
saan. “Proses penyerahan
iniharusjelas.Jangan nanti
sudah tersandung masalah,
kemudian proyek itu lang-
sungdiserahkan. Kalau me-
mang mau diserahkan, ke-
napatidak dariawal,” tegas
salah seorang aktifis di Pari-
mo, Hamza Tjakunu.

Kata Hamza Tjakunu, jan-
gan sampai proses penyera-
han itu hanya menjadi mo-
dussejumlah pihak, yangin-

gin bermain-main dengan
proyek. Aparat penegak hu-
kum sebenarnya juga har-

.us jeli dalam menyelidiki

dugaan-dugaan proyek ber-
masalah yang terjadi di Ka-
bupaten Parimo. “Jangan
semata-mata, karena su-
dah diserahkan, kemudian
aparat penegak hukum ha-
rus diam. Mestinya, aparat
penegak hukum sudah bisa
mendeteksi setiap adanya
dugaanpelanggaranyangter-
jadi. Jangan hanya mengeta-
hui proyek-proyek berma-
salah dari pemberintaan se-
jumlah wartawan. Seharus-
nya, kepolisiandan kejaksaan
lebih cepat dari wartawan,”
pungkasnya. (iwn)




